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ABSTRAK 

 

Dalam menjalankan suatu usaha masyarakat juga harus taat dan patuh pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara tersebut, khususnya dinegara 

Republik Indonesia. Menjalankan suatu usaha ada juga masyarakat yang berani 

melanggar peraturan yang berlaku demi mencari keuntungan yang lebih besar, salah 

satunya adalah peredaran rokok ilegal. Di Kota Batam peredaran rokok ilegal begitu 

menjamur, praktek tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemain besar saja, penjual 

diwarung kecil juga ada menjual rokok ilegal tersebut guna untuk memperoleh 

keuntungan yang besar. Untuk mengetahui peran Bea Cukai Kota Batam dalam 

upaya menanggulangi peredaran rokok ilegal. Penelitian ini dilakukan dikantor Bea 

Cukai Kota Batam Tipe B dengan mengumpulan data melalui wawancara dan 

observasi. Hasil dari penelitin tersebut pihak Bea Cukai telah melakukan upaya 

preventif dan represif guna untuk menanggulangi peredaran rokok ilegal. Dalam 

upaya tersebut pihak Bea Cukai Kota Batam menemukan beberapa kendala dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu pelaku penyeludup yang menggunakan 

high speed dalam melakukan operasi mereka diwilayah perairan. 

Kata kunci: Bea Cukai Batam, Rokok Ilegal 
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ABSTRACT 

In carrying out a business, the community must also obey and comply with the laws 

and regulations in force in the country, especially in the Republic of Indonesia. 

Running a business there are also people who dare to violate applicable regulations 

in order to seek greater profits, one of which is the circulation of illegal cigarettes. 

In Batam City, the circulation of illegal cigarettes is mushrooming, this practice is 

not only carried out by big players, sellers in small stalls also sell illegal cigarettes 

in order to get big profits. To find out the role of Batam City Customs in an effort 

to tackle the circulation of illegal cigarettes. This research was conducted at the 

Batam City Customs Office Type B by collecting data through interviews and 

observations. The results of this research, the Customs and Excise have made 

preventive and repressive efforts to tackle the circulation of illegal cigarettes. In 

this effort, Batam City Customs and Excise found several obstacles in carrying out 

their duties and functions, namely smugglers who use high speed in carrying out 

their operations in water areas. 

Keyword: illegal cigarette, Batam Customs 
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BAB I 

PENDAHULUANn 

 

1.1 LatarnBelakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesiaamerupakan sebuah negaraahukum hal 

ini secara tegas dinyatakanndalam Undang-Undang DasarnNegara Republik 

Indonesia Tahunn1945 yang diderivasi dari Pancasilaasebagai ideologi negara. 

Pancasila menjadinlandasan dan pedoman jalannya penyelenggaraannnegara. Nilai 

kerohanian (dasar negara) yang tercantumndalam pembukaannUndang-Undang 

Dasar Tahun 1945, akan berperan menghantarkan rakyat Indonesiaamenuju suatu 

cita-cita kehidupan kebangsaan yang bebasnmerdeka mencapai suatunmasyarakat 

berkesejahteraan dan berkeadilan, dannmelepaskan diri dari segenapnkehidupan 

yang penuh penderitaanndan kemiskinan. 

Undang-UndanggDasar Negera RepublikkIndonesia Tahun 1945ntelah 

menetapkan konsep negaranhukum Indonesia secara normatifnsebagaimana 

dirumuskan dalamnPasal 1 ayat 3 yang menyatakannbahwa “Negara Indonesia 

adalah NegaraaHukum”. Konsenkuensi dari ketentuannini adalah bahwaasetiap 

pikiran, perilaku,ntindakan, dan kebijakan pemerintahhnegara dan penduduknya 

harus didasarkannatau sesuai dengannhukum (Pratiwi, 2017). 

Indonesiansebagai negara hukumnmenekankan bahwa setiapptindakan dan 

prilaku warganya harusnberlandasan pada Pancasilaayang dapat dikatakan sebagai 

falsafah dan dasarnpandangan hidup bernegara, Ideologinnegara, ligature 

(pemersatu) dalamnperikehidupan kebangsaan dannkenegaraan sumber dari segala 
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hukum. Pancasilaaadalah konsesus nasionalnyang dapat diterima semuaapaham, 

golongan, dannkelompok masyarakat di Indonesiaa(MPR, 2015). 

Dalam kehidupannbermasyarakat dalam sebuah negarantidak dapat 

dihindarkan akannterjadi benturan antar kepentinganndan individu-individundalam 

mencapai tujuannsehingga gunaamenghindari pergesekanndan konflik kepentingan 

diperlukannaturan dalamnmembatasi tingkah lakuuuntuk sehinggaadiperlukan 

instrumen yanggdapat dijadikan acuan bersamaadalam menjaga keselarasan dalam 

pergaulan hiduppdalam masyarakat dan berbangsaadan bernegara berupa perangkat 

dan aturannhukum yanggdipatuhi dan dijunjunggtinggi baikketika, moral dan 

norma-norma yangghidup dan terjaga dalamssebuah pergaulannmasyarakat. 

Hukum adandalam masyarakatntanpa masyarakat, tidaknadanhukum, tetapi 

masyarakatdtetap dapatnberoperasintanpa hukum. Keteguhannininmenjadinlebih 

akut dannbermakna, dannhukumnyang kitanmaksudnadalah hukum 

modern.nBerbicaraatentangnmasyarakat tidak dapatndihindari untuk berbicara 

tentangghukum.nUntuk memahami hukumndengannbaik, kita perlu memulai 

dengan dialoggtentang masyarakat, dan akannselalu seperti ini.  

Dalamnkehidupan bermasyarakat, selain hukumnterdapat berbagai aturan 

seperti kesusilaan dannagama. Jikanmasing-masing aturanntersebutnberbeda, maka 

definisi hukumnharus spesifik sehingga dapat digunakannuntuk membedakan 

hukum dengan aturannlainnya. Masing-masing aturan sosialltersebut tersusun atas 

norma-norma dengannkarakteristik yanggberbeda-beda. Obyek darinilmu 

hukumnadalah normanyang didalamnyanmengatur perbuatanmmanusia, 

baiknsebagai kondisiaatau sebagainkonsekuensi darinkondisintersebut. Hubungan 
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antarnmanusiaahanya menjadinobyek dari ilmuhhukumnsepanjang hubungan 

tersebutndiatur dalamnnormaahukum (Muchamad Ali Safa’at, 2012). 

Hukum adalahhsuatu sistem yang dibuat manusia untukkmembatasi tingkah 

laku manusia agarntingkah manusia dapatnterkontrol. Hukum sebagainnorma 

mempunyai cirinkekhususan, yaitu hendak melindungi, mengaturddan memberikan 

keseimbangan dalamnmenjaga kepentingan umum. Bahwaaaturan-aturan hukum 

yang berlaku itunmerupakan hukum positif, hukum positiffyang sering 

jugaadisebut iussconstitutum ialah ketentuan-ketentuannhukum yang berlaku pada 

suatu saat, waktuudan tempatntertentu sedangkan iusscontituendum ialahhhukum 

yang masihhdirencanakann(Djamali, 2014). 

Pada umumnyaahukum memilikinsanksi atau akibatnhukumnsehingga 

berlakunya dapatndipaksakan atau bersifat memaksaa(coercive). Sehubungan 

dengankarakteristik bahwaapada umumnya ada sanksin(akibatnhukum) dalam 

hukum, Maka dikenalinistilah lexxperfecta (peraturan yangnsempurna) dan lex 

imperfectn(peraturan yang tidak sempurna). Pada dasarnya semuaahukum 

bertujuan untuk menciptakannsuatunkeadaan dalam pergaulannhidup 

bermasyarakat, baik dalamnlingkungan yang kecilnmaupun lingkungannyang lebih 

besar, agar didalamnyaaterdapat suatuukeserasian, suatunketertiban,nsuatu 

kepastiannhukum dan lainnsebagaiannya (Albert Rumokoy Donald, 2014). 

Akan tetapindidalam halntertentu hukum pidanaaitu menunjukannadanya 

suatuuperbedaan darinhukum-hukummyang lain padaaumumnnya, yaitu bahwa 

didalamnya oranggmengenal adanya suatuukesengajaan untukkmemberikan suatu 

akibatnhukum berupaasuatu bijzondereleed atau suatu penderitaannyanggbesifat 
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khusus dalamnbentuk  suatu hukuman kepada mereka yanggtelah melakukan suatu 

pelanggaran terhadappkeharusan-keharusan atau larangan-laranganyyang telah 

ditentukanndidalamnya. 

Hukumnpidana dapatndipandang dalam artinojektifndan subjektif. Hukum 

pidana objektifnatau ius poenale  adalah hukumnpidana yang dapat dilihat dari 

larangan-larangannberbuat, yaitu larangan yang disertai dengannancaman pidana 

bagi siapa yanggmelanggar larangan tersebutn(hukum pidana materiil) sedangkan 

hukum pidanaasubjektif atau ius poenandi merupakannaturan yang berisi hak dan 

kewenangannnegara untuk : 

1. Menentukannlarangan-larangan dalam upayanmencapai ketertibannumum 

2. Memberlakukann(sifat memaksa)nhukum pidananyang wujudnya dengan 

menjatuhkan pidanaakepada si pelanggarnlarangan 

3. Menjalankannsanksi pidananyang telahhdijatuhkan olehnnegara kepada si 

pelanggarnhukum (Prasetyo, 2014). 

Sedangkannbila dilihat dari perbedaannsumber hukumnyanhukum pidana 

dibagi menjadinhukum pidanaaumum dan hukum pidanaakhusus, hukum pidana 

umum adalah semua ketentuannpidana yang terdapat/bersumber padaakodifikasi 

Kitab Undang-Undangghukum pidana selanjut disingkattmenjadi (KUHP), sering 

disebut dengan hukumnpidana kodifikasi. Hukum pidanaakhusus adalahnhukum 

pidana yanggbersumberrpada peraturan perundang-undanganndiluarrKUHP, 

dimana hukumnpidanaakhusus ini dibedakan atas duaakelompok yaitu : 
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1. Kelompok peraturannperundang-undangannhukum pidanaa(ketentuan/isi 

peraturan perundang-undangannini hanyaamengatur satu bidangghukum 

pidana). 

2. Kelompok peraturannperudang-undangan bukan dibidang hukumnpidana, 

tetapi didalamnyaaterdapat ketentuan pidananyaa(Prasetyo, 2014). 

Kemajuan dibidang teknologi, informasi, dan komunikasi pada era saat ini 

dikuti dengan perkembangannkejahatan atau tindak pidanaayang semakin maju 

sangatnmemudahkan seseorangguntuk melakukan suatu tindakannapapun, 

kapanpun,ndan dimanaapun diberbagainbidang termasuk bidanggekonomi, dalam 

hal ini di bidanggbarang dan jasa. Berkembangnyanpola hidup dalamnmasyarakat 

mempengaruhi terjadinya tindakkpidana, dan salah satu tindak pidana yanggterjadi 

saat ini adalah tindaknpidana peredaran rokok illegal (Jamba, 2014). 

Tindak pidana semacam ini dilakukannguna untuk memperole keuntungan 

yang sangat besar, dengan caraamelanggar prosedurnyang berlaku untuk 

menghindar pajak atauncukai yang sebagaimana telah ditetapkan olehhnegara. 

Tindakkpidana kejahatan semacam ini sangat merugikannnegara, khususnya 

dibidang perpajakan. Pajaknmerupakan sumber terpenting dalamnpendapatan 

negara. Pada Pasaln1 Ayat 1 Undang-UndanggNomor 39 Tahun 20077tentang 

Cukai yang berbunyi “cukai adalah pungutannnegara yang dikenakan negara 

terhadap barang-baranggtertentu yang mempunyai sifat atau karakteristikyyang 

ditetapkan dalamnundang-undang ini” pungutan inindilakukan terhadappbarang-

barang tertentu yang sudahhditetapkan pada Pasaln4 Ayat 1 Undang-

UndanggNomorr39nTahun 2007ntentang Cukai yanggberbunyi: 
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1. Cukaindikenakan terhadap barang kenaacukai yang terdiri dari: 

a. Etil alkoholnatau etanol dengan tidak mengindahhbarang yang 

digunakan dan prosesspembuatannya. 

b. Minumannyang mengandung alkohol dalam kadarrberapa pun dengan 

tidak mengindah bahannyang digunakan dan prosesspembuatannya. 

c. Hasil tembakauuyang melipu sigaret,ccerutu, rokok daun,ntembakau 

iris, dan hasilppengolahanntembakau lainnya, dengan tidakkmengindah 

bahan yang digunakandan prosesspembuatannya. 

Salah satuubarang yang kena cukai di Indonesianadalah produk hasil 

tembakau. Rokok merupakannsebuah produk dari hasil tembakaunyang sangat 

diminati oleh masyarakatnIndonesia khususnya di Kota Batam, karenanpermintaan 

yang tinggi akan produkkrokok tersebut olehhmasyarakat danntingginya 

cukainrokok yang ditetapkan olehhPemerintah RepubliknIndonesia makaabanyak 

oknumnyang berusahaamenghindar untukkmembayar cukairrokok tersebut, 

mereka mengedarkannatau menjualnrokok yang tanpa dilengkapi dengan 

pitancukai. Hal demikian dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang 

besar dan bisa dijual dengan harga yang terjangkau, perbuatan demikian ini sangat 

merugikan negara dan telah melanggar Undang-Undang yang berlaku. 

KemajuannKota Batam sendiri tidak lepas dari perannswasta dalam sebuah 

kegiatan investasinyang memberikan banyak dampakkpositif. Sebagai daerah 

otonom yanggmenjadi permasalahan penting berupaamasalah kesehatan, sosial dan 

kesejahteraan dalamnmasyarakat. Permasalahan yang terjadinditengah-tengah 

masyarakat selalu mengalaminperubahan yang mengikuti dinamikaadimasyarakat 
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itu sendiri. Pengaruhhglobalisasi yang sudah mendunia yangnsudah merambat 

sampai ke segala aspek dalamnkehidupan sosial didalam masyarakat dannbanyak 

sekekali aktifitassjual-beli atau sering disebut dengan perdagangan (Sari & Jamba, 

2021). 

Rokok illegal tanpa pita cukai dan rokok yang bertuliskan “khusus kawasan 

bebas” masih saja bebas beredar di Kota Batam, beragam merek rokok illegal ini 

dengan mudah didapatkan di berbagai penjuru kota Batam seperti warung-warung 

kecil yang tepajang rapi pada etalase warung, seperti rokok H mind bertuliskan 

“khusus kawasan bebas” dijual dengan harga Rp 9,000 perbungkus dan rokok 

Luffman dibandrol dengan harga yang lebih murah yakni dengan harga Rp 7,000 

perbungkusnya. 

Seperti kita ketahui bersama Pemerintah telah lama mencabut pembebasan 

pengenaan cukai rokok dikawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas 

(KPBB) atau biasanya yang disebut dengan Free Trade Zone (FTZ) sejak 17 Mei 

2019 lalu, bahkan saat itu pemerintah telah memberi kelonggaran kepada pabrik 

dan distributor untuk mengedarkan sisa rokok tersebut hingga 28 Februari 2020 

silam. Berkaca pada fakta yang terjadi dilapangan, hingga saat ini masih saja 

banyak rokok-rokok tersebut beredar. Meskipun Bea Cukai tengah menggalakkan 

program gempur ilegal di berbagai kota di seluruh Indonesia, namun hal demikian 

belum berjalan maksimal di Kota Batam karena rokok-rokok ilegal tersebut masih 

saja bias kita temukan di setiap warung-warung.  

Bea Cukai yang ada di Indonesia khususnya di Kota Batam sendiri memiliki 

fungsi untukkmeningkatkan pertumbuhannekonomi dan melindungi Kota Batam 
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dari masuknyaabarang-barang yang terkenaalarangan dan pembatasan (lartas). Bea 

Cukai yanggdikenal saat ini merupakan instansi yang dapatddipercaya masyarakat 

dalam hal pelayanannmaupun pengawasan. BeanCukainmemiliki tugas dannfungsi 

yang berkaitan eratndengan pengelolaannkeuangannnegara, yang sebagaimana 

telahhkita ketahuinbersama penerimaan terbesarnnegara didapatkan dari sektor 

perpajakannyang didalamnya terdapat beaamasuk dan cukai yang dikelolaaoleh 

BeaaCukai, selain itu BeaaCukai juga berfungsi untukkmengawasi kegiatannekspor 

impor, dan peredarannbarang yang kenaacukai.  

Dari latarnbelakang yang telah penulis paparkanndiatas, maka penulis 

merasa tertarik untukkmengkaji lebih lanjut mengenai permasalahanndiatas dalam 

bentuk skripsinyang berjudul “PERAN BEA CUKAI DALAM PENGAWASAN 

ROKOK ILEGAL YANG MASUK DALAM ZONA EKONOMI 

EKSKLUSIF DI KOTA BATAM” 

1.2 IdentifikasinMasalah 

Identifikasi ialah sebuah usahanyang dilakukan oleh penulisgguna untuk 

mengetahui pokokkpermasalahan yang akannditeliti. Permasalahan yanggtimbul 

kemudiannadalahhbagaimana peran Bea Cukai dalam mengawasi peredaran rokok 

ilegal yang masuk dalam zona ekonomi eksklusif di Kota Batam. Identifikasi 

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut ini: 

1. Rokok ilegal yang semakin marak beredar di Kota Batam. 

2. Peredaran rokok ilegal yang sangat merugikan negara. 
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1.3 BatasannMasalah 

Agar penelitian ini tetap mengarah pada pokok permasalahan yang dikaji, 

penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini: 

1. Penelitian ini fokus mengkaji pada peran Bea Cukai dalam pengawasan 

rokok ilegal. 

2. Penelitian ini fokus mengkaji pada Bea Cukai diwilayah Kota Batam. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latarnbelakang yang telah penulis paparkanndiatas, maka 

dapat ditariknbeberapa masalah yang sangatnmenarik untuk  dikaji dan diteliti yaitu 

sebagai berikut ini: 

1. Bagaimana peran Bea Cukai dalam upaya menanggulangi peredaran rokok 

ilegal di zona ekonomi eksklusif Kota Batam? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak Bea Cukai dalam 

menanggulangi peredaran rokok ilegal di Kota Batam? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini 

dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peran Bea Cukai Kota Batam dalam menanggulangi 

peredaran rokok ilegal di zona ekonomi eksklusif KotaaBatam. 

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak Bea Cukai 

dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal di KotaaBatam. 
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1.6 ManfaatnPenelitian 

Berdasarkanntujuan penelitiannyang telah penuliskannpaparkan, penulis 

berharap bahwaadalam penulisan dannpembahasan skripsi inindapat memberikan 

manfaat kepadaapembaca baik dari kalangannakademisi hukum, mahasiswa, dan 

masyarakatnbaik secara teoritismaupunnpraktis, yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi 

perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana tentang 

peredaran rokok illegal di Kota Batam. 

b. Hasil dari penelitian ini dapat menambah kepustakaan di dalam bidang 

hukum, pada Fakultas Ilmu Sosial da Humaniora Universitas Putera Batam. 

c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam 

bidang akademisi. 

 

2. Manfaatnpraktis 

a. Sebagai tambahannreferensi bagi instansi-instansinterkait yang berkaitan 

dan berhubunganndengan objek yang diteliti sehingga memberinkontribusi 

dalam praktik hukumndi Indonesia. 

b. Hasil yang diperolehhselama melaksanakan penelitian ini dapattmenambah 

wawasan peneliti atassdinamika dan permasalahan pelaksanaannpenegakan 

hukum atas suatu Undang-Undanggsehingga dapat membandingkannantara 

teori yang diperolehhselama perkuliahan dengan praktekkyang ada. 
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c. Hasil penelitiannini sebagai bahannpengetahuan dan wacanaabagi penulis 

serta sebagai syarat untukkmemenuhi tugas akhir dalamnrangka 

memperoleh gelarnSarjana Hukum di UniversitasnPutera Batam. 
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BABnII 

TINJAUANnPUSTAKA 

 

2.1 KerangkanTeori 

2.1.1 TeorinPeranan 

Hukumnsebagai norma mempunyai cirinkhusus, yaitu hendak 

melindungi, mengatur dannmemberikan keseimbangan dalamnmenjaga 

kepentingannumum. Pelanggaran ketentuan dalamnarti merugikan, melalaikan 

atau mengganggunkeseimbangan kepentingan umum dapatnmenimbulkan 

reaksi darinmasyarakat. Peranan hukum itu sendiri sangatnberpengaruh guna 

menciptakannkeadilan baginseseorang. 

Menurut teori SoerjononSoekanto perannmerupakan aspek yang paling 

dinamis pada status atau kedudukan, apabilanseseorang hendak melakukan hak dan 

kewajibannyaayang sesuai dengannkedudukannya, makaasesungguhnya ia telah 

menjalankan suatuuperanan. Sedangkannstatus merupakannsekumpulan hakkdan 

kewajibannyang dimiliki olehhseseorang, apabilaaseseorang melakukan hakkdan 

kewajiban yang sesuai dengannkedudukannya maka ia telah menjalankannsuatu 

fungsi. Pada hakikatnyaaperan juga dapatndirumuskan sebagai suatuurangkaian 

prilaku tertentu yang timbulnoleh suatunjabatan. Kepribadian seseoranggjuga 

mempengaruhi bagaimanaaperan tersebut harussdijalankan atau di perankannpada 

pimpinan tingkat atas, menengah, maupunnkebawah, ataupun yang mempunyai 

perannyang sama. Peran merupakanntindakan atau prilaku yang dilakukannoleh 
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seseorang yang menempatinsuatu posisi didalam statusssosial (Soekanto Soejono, 

2018). 

Adapun syarat-syaratnperan menurut Soerjono Soekantoomencakup tiga 

hal penting, yaitu: 

1. Peran meliputinnorma-normaayang dihubungkan dengannposisi atau 

tempat seseorang dalamnmasyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakannrangkaian peraturan-peraturannyangnmembimbingnseseorang 

dalam kehidupannkemasyarakatan.  

2. Perannadalah suatuukonsep perilaku apa yang dapatndilaksanakan oleh 

individu-individu dalamnmasyarakat sebagai organisasi. 

3. Perannjuga dapat dikatakannsebagai perilaku individu, yang pentinggbagi 

struktur sosialnmasyarakat (Soejono Soekanto, 2019). 

Hakikatnyaaperan juga dapat dirumuskannsebagai suatu rangkaian perilaku 

tertentuuyang ditimbulkan oleh suatu jabatanntertentu. Kepribadian seseorang juga 

mempengaruhinbagaimana peran itu harussdijalankan. Peran yanggdimainkan 

hakikatnya tidak adaaperbedaan, baik yang dimainkan/diperankan 

pimpinanntingkat atas, menengah maupunnbawah akan mempunyai perannyang 

sama. Manusia sebagainmakhluk sosial memiliki kecenderungannuntuk hidup 

berkelompok. Dalam kehidupannberkelompok tadi akannterjadi interaksi antara 

anggotaamasyarakat yang satuadengannanggota masyarakatnyangglainnya. 

Tumbuhnya interaksindiantara mereka ada salinggketergantungan. Dalam 

kehidupan bermasyarakatnitu munculah apa yang dinamakannperan. Peran 

merupakannaspek yanggdinamis dari kedudukannseseorang, apabila seseorang 
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melaksanakannhak-hak dan kewajibannya sesuai dengannkedudukannya maka 

orang yanggbersangkutan menjalankannsuatu peranan. 

2.1.2 Teori Penegakannhukum 

Penegakanahukum sebagai suatu proses, pada hakikatnyaamerupakan 

penerapan diskresiyyang menyangkut membuattkeputusan yang tidak secaraiketat 

diatur oleh kaedah-kaedahhhukum, tetapi mempunyai unsurnpenilaian pribadi. 

Secaraakonsepsional, makna inti dan arti penegakannhukum terletak padaakegiatan 

menyerasikannhubungananilai-nilai yang menjabarkannsi dalamnkaidah-kaidah 

yang  mantapdannsikap tidak sebagai rangkaian penjabarannnilai tahap akhir, untuk 

menciptakan, memelihara dangmempertahankan kedamaiangpergaulannhidup.  

Gangguan terhadapapenegakan hukum mungkin terjadiaapabila ada 

ketidakserasian antaraatritunggal nilai, kaidah dan polaaprilaku (Muchamad Ali 

Safa’at, 2012) 

Penegakanahukum adalah suatu upayaauntuk dilakukannyanproses 

penegakan darianorma-normaahukum secara nyataauntuk panduannhiduppprilaku 

hubungan hukum dalamnkehidupannbermasyarakat dangbernegara. Menurut 

SoejonogSoekanto berpendapat bahwa penegakanahukum adalah kegiatan 

menyerasikanahubungan nilai-nilai yang terjabarkanadidalam kaidah-kaidah atau 

pandangananilai yang mantap dan sikap tindakasebagai rangkaian 

penjabarananilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memiliharandan 

mempertahankannkedamaian pergaulannhidup (Soejono Soekanto, 2019). 

Manusiaididalam pergaulan hidupnya mempunyai pandangannyang 

tertentu mengenai apayyang baik dan apa yang buruk. Pandanganntersebut selalu 
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terwujudddidalam pasangan-pasangan tertentu, misalnyaaada pasangan dengan 

nilai ketenteraman. Dalamnpenegakan hukum pasangan nilai-nilaintersebut perlu 

diserasikan. Pasangannyang nilai diserasikan tersebut memerlukannpenjabaran 

secara konkretnkarena nilai lazimnya berbentukkabstrak. Penjabaran yanggsecara 

konkret yanggterjadi dalam bentuk kaidahhhukum yang mungkin berisinsuruhan 

atau larangan. Kaidahntersebut menjadi pedomannatau patokan bagi prilakuuatau 

sikap tindak yanggdianggap pantas atau yanggseharusnya (Mertokusumo Sudikno, 

2011). 

Penegakkanahukum ialah suatu proses untuk mewujudkanakemauan hukum 

menjadi kenyataan. Yangadisebut kemauan hukum disini tidak lainaadalah pikiran-

pikiran badan pembuataUndang-Undang yang dirumuskan dalamaperaturan 

hukum. Peraturannhukum itu, perumusan pemikiran pembuatnhukum yang 

dituangkan dalam peraturannhukum akan turut menentukan bagaimanaapenegakan 

hukum itu dijalankan. Penegakannhukum berfungsi sebagainperlindungan 

kepentingan manusia. Agar kepentingannmanusia itu terlindungi, hukum harus 

dilaksanakan. Pelaksanaannhukum dapat berlangsung secara normal, damaintetapi 

dapat terjadinjuga karena pelanggarannhukum. Dalam hal ini hukumyyang telah 

dilanggar harussditegakkan. Melalui penegakan hukumninilah hukum itunmenjadi 

kenyataan. Dalam menegakannhukum ada tiga unsur yang harusndiperhatikan, 

yaitu: 

a. Kepastian hukum 

Hukumnharus dilaksanakan dannditegakkan. Setiap oranggmengharapkan 

dapat ditetapkannyaahukum dalam hal terjadinperistiwa yanggkonkrit. Bagaimana 
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hukumnya itulahhyang harus berlaku, pada dasarnyaatidak boleh menyimpang : fiat 

justicia et pereat mundus (meskipun dunianakan runtuh, hukum harussditegakkan). 

Itulah yangndiinginkan oleh kepastiannhukum. Kepastian hukumnmerupakan 

perlindungan yustisiablenterhadap tidakan sewenang-wenang, yanggberarti 

seorang akan memperolehhsesuatu yang diharapkan dalamnkeadaan tertentu.  

b. Manfaat 

Masyarakatamengharapkan manfaatndalamnpelaksanaan ataunpenegakan 

hukum. Hukumnadalah untuk manusia, maka pelaksanaannhukum atau penegakan 

hukum harussmemberi manfaat atau kegunaannbagi masyarakat. Jangan sampai 

justru karenaahukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahanndidalam 

masyarakat.  

c. Keadilan 

Masyarakatnsangat berkepentingan bahwa dalamnpelaksanaan atau 

penegakan hukumakeadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaanndan penegakan 

hukumnharussadil. Hukum tidak identikndengan keadilan. Hukumnitunbersifat 

umum, mengikatnsetiap orang, bersifat menyamaratakan. Baranggsiapa yang 

mencuri harusndihukum : siapa yang mencuri harusndihukum, tanpa membeda-

bedakan siapayyang mencuri.nSebaliknya, keadilan bersifatnsubjektif, 

individualistis, dan tidakkmenyamaratakan (Shant Delayana, 2018). 

Tujuanndari penegakan hukum adalah guna untuk melindungi kepentingan 

hiduppmanusia. Setiap orang mengharapkannsupaya hukum diterapkan ketika 

terjadinya peristiwanhukum. Penegakannhukum adalah untuk memberikan 
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kepastiannhukum, manfaat dan keadilan padansetiap orang, dengannharapan 

sebagai berikut :  

1. Harapannpenegak hukum supaya dilaksanakan untuknmemberikan 

kepastian hukumndalam peristiwaakonkrit yang terjadindalam masyarakat. 

Kepastian hukumnmerupakan perlindungannyustiable terhadapptindakan 

kesewenang-wenangan, sehinggaamasyarakat memperolehnsesuatu yang 

diharapkannketikaaberhadapan dengan peristiwaatertentu, hukumnbertugas 

menciptakan kepastiannhukum karenaabertujuan menciptakannketertiban 

dalamnmasyarakat.  

2. Hukumnuntukkmanusia, maka pelaksanaannatau penegakannhukum harus 

memberikan manfaat atauukegunaan baginmasyarakat. Dan jangan 

sebaliknyaadengan penegakannhukum justru menimbulkan keresahanabagi 

masyarakat.  

3. Dengan penegakannhukum, masyarakatyyang sedanggberkepentingan 

mendapatnkeadilan. Karenaahukum identik dengannkeadilan sertaahukum 

bersifatnumum, yang melihatoorang itunsama, karena deminmewujudkan 

keadilan bagi semua orangghukum tidak boleh keberpihakan.  

Hukumnjuga berfungsinsebagai perlindungan kepentingannmanusia. 

Pelaksanaan hukum dapat berlangsungnsecara normal, damai,ntetapi dapatnterjadi 

karena pelanggarannhukum. Oleh karena itu hukum yang telah dilanggarnharus 

ditegakkan. Dalam menegakkannhukum ada 3 (tiga) unsur yang haruss 

diperhatikan yaitu, kepastiannhukum, kemanfaatan, dan keadilan.  Kepastian 

hukumnmerupakan perlindungannterhadap tindakannsewenang-wenang, yang 
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berarti bahwaaseseorang akanndapat memperoleh sesuatunyang diharapkanadalam 

keadaan bahwaasesorang akanndapatnmemperoleh sesuatu yang diharapkanadalam 

keadaanatertentu. Masyarakatnmengharapkan manfaat dalam penegakannhukum. 

Unsur selanjutnya adalahhkeadilan, dalam melaksanakan suatu penegakannhukum 

harus dilakukan dengannadil. Hukum bersifat umum dannmengikutinsetiapporang, 

oleh karenaaitu hukumnbersifatamenyamaratakan (Soekanto Soejono, 2018). 

2.1.3 Teori TindakkPidana 

Tindakkpidana atau perbuatannpidana adalahnperbuatan yanggdilarang 

oleh suatu aturannhukum larangannmana disertai ancaman (sanksi) yang 

berupaapidana tertentu, bagi barang siapaayang melanggarnlarangan tersebut. 

Moeljatno menyatakannbahwa tindaknpidana adalah perbuatannyanggdilarang dan 

diancamndengan pidana, terhadappbarang siapa yanggmelanggar tersebut. 

Perbuatannitu harusppula dirasakan olehhmasyarakat sebagainsuatu hambatanntata 

pergaulannyang dicita-citakan olehhmasyarakat. 

Suataunperbuatan yang tidak termasuk dalam rumusanndelik tidak dapat 

dijatuhinpidana. Akan tetapi hal itu juga tidak berarti bahwaaperbuatan yang 

tercantum dalam rumusanndelik selalu dapat dijatuhi pidana. Untuk itundiperlukan 

dua syarat, yaitunperbuatan itu bersifat melawan hukum danndapat dicela. Dan 

dalam hukum pidanaaberfungsi sebagainultimum remedium (sarana terakhir) 

ketika sarana lainnya berupaaprimum remedium,dan remediumntidak lagindapat 

ditegakkan. 

Tetapinsebelumnitu, mengenai dilarang danndiancamnya suatuuperbuatan, 

yaituumengenai perbuatannpidananya sendiri,mengenai criminalact,juga ada dasar 



19 
 

 

yang pokok, yaitu asasslegalitas (principle of legality),asas yang menentukan 

bahwa tidak ada perbuatannyang dilarang dan diancamndengan pidanaajikaatidak 

ditentukan terlebihhdahuluddalamnperundang-undangan. Biasanyaadikenal dalam 

bahasa latinnsebagai Nullum delictum nulla poenaasine praevia lege (tidak ada 

delik, tidak adaapidanantanpa peraturan terlebihhdahulu (Mulyati Pawennei, 2015) 

Sementara itu,hukumnpidana itunsendiri adalah himpunannkaidah yang 

mengaturnhubungan hukumnantara seseorang dengannnegara. Adapunntujuan 

hukumnpidana adalahhsebagai berikut: 

1. Mengaturnmasyarakat agarnhak dan kepentingannyaaterjamin; 

2. Melindungi kepentingannmasyarakat; 

3. Melindunginmasyarakat dari campur tangan penegak hukumnyang 

menggunakan hukumnpidanaasebagai sarana menanggulangikejahatan. 

Hukumnpidana mempunyai sifatnistimewa, yaitu padaasaatnpelaksanaan 

hukum pidanaajustru terjadi perampasannhak terhadap seseoarang yanggtelah 

melanggarnhukum. penjatuhannpidana harus sebagainultimum remedium, 

maksudnyanpenjatuhannpidana atau penerapannhukum pidanaamerupakan jalan 

terakhir apabila sanksi atauuupayah-upaya padaacabang hukum lainnyaatidak 

dapat menyelesaikan suatuupermasalahan. Secaraasederhana dapatndikemukakan 

bahwa hukum pidana merupakannhukum yanggmengatur tentang perbuatan-

perbuatan yang dilarang olehhundang-undanggbeserta sanksi pidana yanggdapat 

dijatuhkannya kepadaapelaku.Hal demikiannmenempatkannhukum pidanandalam 

pengertian hukum pidananmateril. 
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2.2 KerangkaaYuridis 

PeraturannPerundang-undangannadalah peraturanntertulis yanggmemuat 

norma hukum yang mengikatnsecara umum dan telah ditetapkan olehhlembaga 

negara ataunpejabat yanggberwenang melalui prosedur yang telah diaturddalam 

peraturannPerundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangannyang akan 

dibuat harus memenuhintiga hal yaitu adanya norma tertulis, berlakuumengikat 

secara umum dan dibuat olehhlembaga atau pejabat yang berwewenang. Pasal 7 

Ayat (1) Undang-UndanggNomor 12 Tahun 2011nmenyatakan jenis peraturan 

Perundang-Undangannyaitu: 

1. Undang-UndanggDasar Negara RepublikkIndonesia 

2. KetetapannMajelis PermusyawaratannRakyat 

3. Undang-Undan/PeraturandPemerintah PenggantinUndang-Undang 

(Perpu) 

4. PeraturannPemerintah 

5. PeraturannDaerah Provinsi 

6. Peraturan DaerahhKabupaten/Kota 

Sebagainnegaraahukum yang tercantumndidalam Undang-UndanggDasar 

Negara RepublikkIndonesia Tahunn1945, maka penataan negaraaharus 

dilandaskannoleh hukum, baik melalui peraturannPerundang-Undangan, keputusan 

hakim,ndoktrin, dan perkembangannnilai dimasyarakat. PerubahannUndang-

Undang informasi teknologiddan elektronik dilandaskannpada pandangannyuridis. 

Pendekatan yuridisstersebutntelah memperlihatkan bahwanperubahan Undang-

Undang merupakannsalahnsatu cara dalamnmelakukan memberikannsolusi 
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kemasyarakat untukkmenataanegara dan bangsaaini lebih baik. Pengembangan 

teknologininformasinmelalui infrastruktur hukumndan pengaturannyaadiharapkan 

untuk mencegahhpenyalahgunaannyaadengannmemperhatikan nilai-nilaiaagama 

dan sosial budayaamasyarakat Indonesia dan lebihnmemberikannmanfaat bagi 

masyarakatnbukannsebaliknya. 

2.2.1 PengertiannCukai 

Istilahncukai dalamn“Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyainarti 

pungutannnegara yang dikenakannterhadap barang-baranggtertentu yang 

mempunyainsifat dannkarakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu 

dikendalikan, peredarannyaaperluudiawasi,  pemakaiannya dapatnmenimbulkan 

dampakknegatif baginmasyarakat  atauulingkungannhidup, atau pemakaiannya 

perluupembebanannpungutan negaraademikkeadilan dannkeseimbangan.   

BerdasarkannUndang-UndanggNomor 11 Tahunn1995ntentanggCukai 

sebagaimanaatelahhdiubah dengan Undang-UndangnNomor 39 Tahunn2007 

menyebutkan bahwaaCukai merupakan pajakkNegara yang dibebankannkepada 

pemakai dan bersifatnselektiffserta perluasan pengenaannyaaberdasarkan sifat atau 

karakteristikkobjekkcukai, sehingga dapatndikatakan bahwaaCukai termasuk pajak 

tidakklangsung yaituupajak yang dapattdibebankan atau  dilimpahkan kepada orang 

lain dalam hal iniaadalahhpemakai atau konsumen. Caraamembedakan pitaacukai 

asli dannpita cukai palsuuyaituudapat dilihat  dengan mataatelanjanggdari kertas 

cukainya, ada tandaaserat atau  tidak, dengan menggunakannkacaapembesar, serat 

terlihat lebihnjelas, apabilaadisorot memakainlampu sinarnultraviolet (UV)nmaka 
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akan  terlihat tebarannseratnberbentuk batang pendekkberwarnaaoranye, jingga, 

dan biru, berartiddapat dikatanncukaintersebut asli. 

2.2.2 Pengertian Pita Cukai 

Pitancukai adalah suatu alat yang digunakannuntuk pelunasan cukaiyyang 

terutang atas baranggkena cukai. Pita cukai berupa kepingankkertas dengan ukuran 

dan desain tertentuyyang ditetapkan. Pita cukai digunakannoleh wajib cukai 

sebagai tandanpelunasan cukai yanggterutang. Pitancukaindiperoleh oleh wajib 

cukai di KantornBea dannCukai, pada dasarnyaapelunasan cukai atassbarang 

kenaacukainmerupakan pemenuhan persyaratanndalam rangka mengamankan hak-

hak Negara yang melekat pada barang kenaacukai, dalam hal ini berupa 

hasilntembakau (rokok), sehingga hasil tembakauntersebut dapat dikeluarkan dari 

pabrik. Hasil tembakau dianggap telah dilunasiccukainya, setelah hasil tembakau 

tersebut telah dilekati pitaacukai sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 

hasilntembakau yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainharus dilakukan 

sebelum hasil tembakau dikeluarkan dariapabrik.    

2.2.3 Cukai Hasil Tembakau 

Peredarannrokok ilegal yang marak terjadi dengan tanpa adanya pitaacukai. 

CukainHasil Tembakau (CHT) adalahhcukai yang dikenakan terhadapnbeberapa 

produk hasilntembakau. Hasil tembakauuterdiri dari: Sigaret, Cerutu, RokokkDaun 

atau Klobot, TembakauuIris, serta hasil pengolahanntembakau  lainnya. Macam-

macam Sigaret seperti: SigaretnKretek mesin/SKM, SigaretnPutih Mesin, Sigaret 
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KretekkTangan/SKT, Sigaret Kretek TangannFilter, sigaret PutihhTangan, Sigaret 

Putih TangannFilter.  

Kebijakanncukai yang menarik saat itu yakni melaranggpemasukan hasil 

tembakau buatan luar negeriyyang dimasukkan ke dalam daerah pabeannIndonesia 

dalam upayaamengamankan dan meningkatkan produksinhasil-hasil tembakau 

dalam negeri kecuali untuknpara anggota perwakilan negara asing  untukkdipakai 

sendiri dan untuk hal tersebut masihnterbatas jumlahnya, namun kemudian tahun 

1968, hasil tembakauubuatan luar negeri diperbolehkan masuk asalkannmembayar 

cukai sertaapajak lainnya dan ini berlangsung hinggaasekarang.  

Pelaksanaanntarif cukai sesuai dengannUndang-Undang No. 39 tahun 2007 

sepenuhnya berada dibawah kekuasaannDirektorat Jendral Bea Cukai, selaku 

instansi pemerintah yang melayaninmasyarakat di bidang kepabeanan danncukai 

mempunyai tugas sebagainpengelolaan keuangan Negaraadibawah pengawasan 

Departemen KeuangannNegara Republik Indonesia, dalam rangkaapengendalian 

konsumsi barang kena cukainberupa hasil tembakau, kepentingannpenerimaan 

Negara, memudahkannpemungutan dan pengawasan baranggkena cukai diterapkan 

sistem tarif cukainspesifik dengan menggunakan jumlah dalamnRupiah untuk 

setiap satuan batanggatau gram hasil tembakau. 

2.2.4 Pengertian Peredaran Rokok Ilegal 

Rokokkillegal adalah rokok yang beredar di wilayahhIndonesia baik itu 

produk yang berasal dari dalamnnegeri maupun dari luar negeri yang tidak 
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mengikuti peraturan yang berlaku diwilayahhhukum Indonesia. Contohhrokok 

illegal antara lainnsebagai berikut ini: 

1. Rokokktanpa dilekati pitaacukai 

2. Rokokkdilekati pita cukainpalsu 

3. Rokokkdilekati pita cukai yang bukan peruntukannya dan bukan haknya 

4. Rokokkmenggunakan pita cukaibbekas 

5. Produksi rokokktanpa izin 

6. Produksirrokok selain rokok yang diizinkan dalamnNPPBKC (Nomor 

Pokok Pengusaha BaranggKena Cukai) 

7. Pelanggarannadministrasi. 

2.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bea Cukai 

1. Tugas pokok 

a. DirektoratnJenderal Beaadan Cukai berada dibawah dannbertanggung 

jawabbkepadaaMenteri Keuangan dan dipimpin oleh DirekturnJenderal 

Bea dannCukai. 

b. DirektoratnJenderal Bea dan Cukai mempunyaintugas 

menyelenggarakannperumusan dan pelaksanaannkebijakanndibidang 

pengawasan, penegakannhukum, pelayanan dan optimalisasi 

penerimaannnegara di bidang kepabeanan danncukainsesuai dengan 

ketentuannperaturannperundang-undangan. 
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2. Fungsi 

a. Perumusannkebijakan di bidang penegakannhukum, pelayanan dan 

pengawasan, optimalisasi penerimaannnegara di bidang kepabeanan 

dan cukai 

b. Pelaksanaannkebijakan di bidang pengawasan, penegakannhukum, 

pelayanan dan optimalisasinpenerimaan negara di bidanggkepabeanan 

dan cukai 

c. Penyusunannnorma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang 

pengawasan, penegakannhukum, pelayanan dan optimalisasi 

penerimaannnegara di bidang kepabeananndan cukai 

d. Pemberiannbimbingan teknis dan supervisi di bidanggpengawasan, 

penegakannhukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaannnegara di 

bidang kepabeanan danncukai 

e. Pelaksanaannpemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang 

pengawasan, penegakannhukum, pelayanan dan optimalisasi 

penenmaannnegara di bidang kepabeanan danncukai 

f. Pelaksanaannadministrasi Direktorat JenderalnBea dan Cukai 

g. Pelaksanaannfungsi lain yang diberikan oleh MenterinKeuangan. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

1. Menurut Rahel Kartika didalam jurnalnya Vol 7 No 1 Juni 2021 E-ISSN: 2580-

5234 yang berjudul “Peran Direktorat Jendral Bea dan Cukai Dalam 

Penanggulangan Penyeludupan Narkotika Jalur Laut Di Kepulauan Riau” 

Belum optimalnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penanggulangan 
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tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut dikarenakan hambatan paling 

besar yang menjadi persoalan adalah karena letak geografis Kepri yang 

berbatasan dengan negara luar, selain itu belum optimalnya DJBC dalam 

penanggulangan penyelundupan narkotika karena belum efektifnya Peraturan 

Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 7 TAHUN 2019 Tentang 

Pemasangan Dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang 

Berlayar Di Wilayah Perairan Indonesia. Hal yang membedakan penelitian ini 

dengan penelitian Rahel Kartika adalah, penelitian ini fokus membahas 

mengenai Peran Bea Cukai Dalam Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Yang 

Masuk Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Di Kota Batam (Kartika & Malau, 

2021). 

2. Menurut Raelma didalam jurnalnya yang berjudul “Tinjauan YuridissTerhadap 

Pelanggaran KepabeanannDikawasan Perbatasan” Vol 8 No 1 Maret 2020. 

Aturan hukumnkepabeanan di kawasan perbatasan yang berlakuusaat ini adalah 

Undang-UndanggNomor 17 Tahun 2006ntentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1995 TentanggKepabeanan. Dilakukannya 

perubahan dikarenakannsebagian pasal dalam aturan tersebut tidakksejalan lagi 

dengan perkembangannzaman dan tuntutan dari masyarakat.  Adapun aturan 

yang mendukung pelaksanaannUU kepabeanan diantaranya yaitu Peraturan 

Menteri KeuangannNomor 80/PMK.04/2019, Peraturan MenterinKeuangan 

Nomor 1043/KM.4/2018, Peraturan MenterinKeuangan Nomor 

100/PMK.04/2018, Peraturan DirjennBea Cukai Nomor 6/BC/2016, dan 

Peraturan MenterinKeuangan Nomor 148/PMK.04/2011. SelainnUU 
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Kepabeanan, Undang-undanggNomor 39 Tahun 2007ntentang perubahan atas 

Undang-UndanggNomor 11 Tahun 1995gTentang Cukai dan Peraturan 

PemerintahnNomor 34 Tahun 2019 tentang PerdagangannPerbatasan. Dalam 

pengaturan hukum kepabeanannterdapat aturan hukum yang terkait diantaranya 

Hukum Keuangannnegara dan Hukum PerdagangannInternasional. Hal yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian Raelma adalah, penelitian ini 

fokus membahas mengenai Peran Bea Cukai Dalam Pengawasan Rokok Ilegal 

Yang Masuk Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Di Kota Batam (Raelma 

Meisyelha, 2020). 

3. Menurut Handrisal didalam jurnalnya yang berjudul “Pengawasan PeredarannRokok 

Khusus Kawasan BebassDi Kota Tanjung Pinang” Vol 6 No 2 Juni 2021. Pengawasan 

yang dilakukan oleh KantornPengawasan dan Pelayanan Bea dannCukai 

(KPPBC) Tipe Madya PabeannB Kota Tanjungpinang tehadap peredaran rokok 

khusus kawasannbebas di luar daerah kawasan bebas telah dilaksanakannbaik 

secara preventif dannrepresif. Pengawasan preventif yaitu dengannmelakukan 

sosialisasi kepada masyarakatnmengenai barang kena cukai untukkkawasan 

bebas yang dilaksanakanndua sampai tiga kali dalam sebulan, mengedukasi 

tentang rokok illegal ke sekolah-sekolah, menempelnstiker rokok ilegal di 

warung-warung dan memasangniklan stop rokok illegal, serta mengadakan 

event custom on the street, customs goes to school, yang tujuannyaaguna 

meminimalisir terjadinyaapenyalahgunaan peredaran rokoknkhusus kawasan 

bebas. Namun, yang terjadi dilapangan, penulis masih menemukannrokok 

khusus kawasannbebas yang diperjualbelikan di daerah yang bukanntermasuk 
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kawasan bebas, bahkan rokok khususskawasan bebas wilayah Batam dan 

Bintan juga ditemukan diperjualbelikan di wilayahhFTZ Kota Tanjungpinang. 

Terkait ketentuanhkemasan rokok khusus kawasan bebas, sebagaimana yang 

telah ditetapkan dalam PermenkeunNomor 120/PMK.04/2017 tentang Tata 

Laksana Pemasukan dan PengeluarannBarang Ke dan Dari Kawasan Yang 

Telah Ditetapkan Sebagai KawasannPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

dan PembebasannCukai, berdasarkan hasil observasi di lapangan, masih penulis 

temukan kemasan rokok khusus bebas yang tidak mencantumkan wilayah 

peruntukkannya, sedangkan berdasarkan Permenkeu Nomor 

120/PMK.04/2017, pihak pengusaha diwajibkan untuk mencantumkan wilayah 

peruntukkan rokok khusus kawasan bebas tersebut. Hal yang membedakan 

penelitian ini dengan penelitian Handrisal adalah, penelitian fokus membahas 

mengenai Peran Bea Cukai Dalam Pengawasan Rokok Ilegal Yang Masuk 

Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Di Kota Batam (Handrisal, 2021). 

4. Menurut Ahmad Yani didalam jurnalnya yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi 

Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Cukai” Vol 10 No 7 Maret 2020. 

Pelaksanaan eksekusi barang bukti dalam perkara tindak pidana cukai yang 

telah berkekuatan hukum tetap dalam praktiknya terdapat ketidakseragaman 

pada tataran implementasi. Praktik di Kejaksaan Negeri Makassar, pelaksanaan 

eksekusi dilaksanakan oleh Kanwil Bea dan Cukai Kota Makassar sementara 

Undang-Undang tentang Cukai tidak mengatur secara khusus mengenai 

pelaksanaan eksekusi tersebut. Sehingga, hal ini merupakan suatu 

penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 270 KUHAP yang menentukan bahwa 
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pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan Salinan surat 

putusan kepadanya. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan eksekusi 

barang bukti dalam Tindak pidana Cukai di Kejaksaan Negeri Makassar terdiri 

atas dua faktor: Pertama, berkaitan dengan substansi hukum dimana Undang-

Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tidak mengatur secara tegas terkait tata 

cara pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti tindak pidana cukai. Kedua, 

faktor struktur hukum, yakni terkait masalah tidak memadainya sarana dan 

prasarana untuk pengangkutan dan penyimpanan serta pemusnahan barang 

bukti tindak pidana cukai. Untuk itu, perlu perubahan terhadap UndangUndang 

Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 39 tahun 2007, dimana diatur secara tegas mengenai prosedur 

dan mekanisme termasuk di dalamnya pihak terkait dalam pelaksanaan putusan 

terkait barang bukti tindak pidana cukai yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Hal yang membadakan penelitian ini dengan penelitian Ahmad Yani adalah 

penelitian ini fokus membahas mengenai Peran Bea Cukai Dalam Pengawasan 

Rokok Ilegal Yang Masuk Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Di Kota Batam 

(Ahmad Yani, 2020). 

5. Menurut Andi Tomy didalam Jurnalnya yang berjudul “Koordinasi PPNS Bea 

Cukai Dan PenyidikkKepolisian Dalam Penyidikan Tindak PidanaaDiBidang 

Kepabeanan” Vol 5 No 1 Februari 2021. Bentukkkoordinasi yang dilakukan 

oleh PPNS BeaaCukai dan penyidik Polri dalam penyidikan tindakkpidana di 
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bidang Kepabeanannadalah pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan 

penyampaian hasil penyidikan darinPPNS ke penyidik Polri baik secara lisan 

maupun tertulis. Sementaraapelaksanaan pengawasan penyidikan dapat 

dilakukan dalam bentuk bantuannpenyidikan yang berupa bantuan taktis berupa 

personil maupun peralatannpenyidikan, bantuan teknis penyidikan, bantuan 

pemeriksaan ahli dalamnrangka pembuktian secara ilmiah, dan bantuannupaya 

paksa. Hal yang membedakannpenelitian ini dengan penelitian Andi Tomy 

adalah penelitian ini fokus membahas mengenai Peran Bea Cukai Dalam 

Pengawasan Rokok Ilegal Yang Masuk Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Di 

Kota Batam (Andi Tomy, 2021). 

6. Menurut Menra Lianjaya didalam jurnalnya yang berjudul “Penanggulangan 

Tindak Pidana Oleh Bea dan Cukai Jakarta Terhadap Penyeludupan 

Smartphone” Vol 2 No 1 Maret 2021. Faktor-faktor yang menyebabkan 

maraknya terjadi penyelundupan smartphone ilegal, seperti faktor geografis, 

faktor penegak hukum dan faktor ekonomi. Dalam upaya penanggulangan 

penyelundupan smartphone yang terjadi di Jakarta, Bea dan Cukai Jakarta telah 

melaksanakan aturan penegakan hukum yang sesuai dengan Peraturan 

Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P53/Bc/2010 Tentang Tatalaksana 

Pengawasan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Peraturan ini mengatur tentang 

tatalaksana pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terdiri dari 

beberapa subdirektorat seperti subdirektorat Intelejen yang bertugas mengelola 

informasi. Subdirektorat penindakan yang bertugas melakukan penghentian, 

pemeriksaan, pencegahan, dan penyegelan. Subdirektorat Penyidik menentukan 
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ada tidaknya pelanggaran dan/atau membuat terang pelanggaran. Subdirektorat 

Pengawasan meliputi patroli laut dan patroli darat.  Alat bantu yang digunakan 

meliputi Senjata api, Kapal, X-Ray Scanner, dan Gamma Ray. Adapun tindakan 

terhadap barang rampasan dilakukan dengan pemusnahan, pelelangan, dan 

hibah. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada aparatur sipil negara yang terlibat 

dalam penyelundupan antara dibedakan menjadi hukuman disiplin ringan dan 

hukuman disiplin berat. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

Menra Lianjaya adalah penelitian ini fokus membahas menegnai Peran Bea 

Cukai Dalam Pengawasan Rokok Ilegal Yang Masuk Dalam Zona Ekonomi 

Eksklusif Di Kota Batam (Lianjaya & Raharjo, 2021). 

7. Menurut Fandesty Tama Sari didalam jurnalnya yang berjudul “Modus 

Operandi TindakkPidana Pemalsuan Pita CukainRokok” Vol 4 No 2 Juni 2021. 

Dinas Bea dannCukai di Kabupaten Tulungagung sebagai aparatppenegak 

hukum melakukan penindakannterhadap semua orang atau perusahaan yang 

melakukan pelanggaran dibidang cukaintanpa pandang bulu, yang diduga 

melakukan pemalsuanncukai rokok, sehingga dapat memberi efek jera terhadap 

para pelaku pelanggaranndibidang cukai hasil tembakau dannmenekan 

peredarannrokok illegal dipasaran. Tarif cukai yang terus naik bertujuannuntuk 

mengendalikannperedaran rokok dipasaran namun hal itu jugaadapat 

meningkatkan kejahatan atau pelanggarannpidana di bidang cukai terutama 

produsennrokok yang berada dikelas menengah ke bawah. NegaraaKesatuan 

Republik Indonesia seringkalinmengalami kerugian-kerugian yang  sangat 

signifikan terhadap kecurangannoleh seseorang yang tidak bertanggung  jawab 
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yang telah melakukan pelanggaran yang berkaitan dengannCukai. Halyyang 

membedakan Penelitian ini dengannpenelitian Fandesty Tama Sari adalah 

penelitian ini fokus membahas mengenai Peran Bea Cukai Dalam Pengawasan 

Rokok Ilegal Yang Masuk Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Di Kota Batam 

(Fandesty Tama Sari, 2017). 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

 

  Peran Bea Cukai 

Kendala Yang 

Dihadapi 

Peredaran Rokok Ilegal Di Kota 

Batam 

Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2007 Tentang Cukai 

Upaya 

Penangulangan 



 

34 
 

BAB III 

METODEnPENELITIAN 

 

3.1 Penelitian Hukum Empiris 

Metodenpenelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitiannhukum 

yang berfungsi untuk melihatnhukum dalam artian nyata dan menelitinbagaimana 

bekerjanyaahukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalamnpenelitian ini 

meneliti orang dalamnhubungan hidup di masyarakat maka metodenpenelitian 

hukum empiris dapatndikatakan sebagai penelitian hukumnsosiologis. Dapat 

dikatakan bahwa penelitiannhukum yang diambil dari fakta-faktaayang ada di 

dalam suatu masyarakat, badannhukum atau badan pemerintah. 

Metodeapenelitian pada dasarnyaamerupakanncara yang ilmiah untuk 

mendapatkan sebuahhdata yang diperlukan dengan tujuan kegunaanntertentu. Cara 

yang ilmiah berarti kegiatannpenelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu 

rasional, empiris, dannsistematis. Secara umum tujuan penelitiannada tiga macam 

yaitu bersifatnpenemuan, pembuktian, dan pengembangan. Sedangkannkegunaan 

penelitian adalah untukkmemahami memecahkan dan mengantisipasinmasalah 

yang ada. 

Jenis-jenisspenelitian dapat diklarifikasikannberdasarkan dari sudut 

sifatnya, di pandanggdari sudutabentuknya, dari sudutnpenerapannya,nberdasarkan 

dari tingkat kealamiahanndari sudut sifatnya. Penelitian eksplanatorisndilakukan 

apabila pengetahuan tentanggsuatu gejala yang akan diselidiki masihhkurang sekali 

atau bahkan tidakaada. Penelitian deskriptifndimaksud dengan tujuan untuk 
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memberikanndata yang diteliti mungkinntentang manusia,keadaan, atauugejala-

gejala lainnya. Sedangkannpenelitian eksplanatorissdimaksud untuknmenguji 

hipotessa-hipotesaatertentu. 

Metodeyyang digunakan pada penelitian ini bersifatnkualitatif, metode 

penelitian kulitatif yang dinamakannsebagai mode baru, karena popularitasnya 

belum lama, dinamakannmetode postpositivistik karena berlandaskan 

postpositivisme. Metodeeini juga disebut sebagai metodeeartistik, karena proses 

penelitian lebih bersifatnsenin (kurang terpola), dan disebut sebagainmetode 

penelitian interpretifnkarena data hasil lebih berkenan dengan interpretasiiterhadap 

data yang ditemukanndilapangan. 

Dapatndipandang dari sudut bentuknya, dikenal penelitianndiiagnostik, 

preskriptif dannevaluatiif. Penelitianndiagnostik dimaksud untukkmendapatkan 

keterangan mengenainsebab-sebab terjadinya suatu atau beberapaagejala. 

Penelitian preskriptiffbertujuan untuk mendapatkannsaraan-saran mengenaii apa 

yang harus dilakukannuntuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Sedangkan 

penelitiannevaluatif bertujuannuntuk menilaipprogram-programmyang dijalankan. 

Berdasarkan tujuannya, penelitian inibbertujuan untuk menemukannfakta-fakta 

belaka (fact-finding), yanggmanaadenganntujuan menemukannmasalah (problem-

finding) dan kemudiiannmengidentifiikasikannya (problem-identification). Jenis 

penelitian ini yaitu penelitiannyuridis empiris yaitu penelitiannterhadap 

penegakanshukum, yang membahassbagaimana penegakan hukumgberoperasi 

dalam masyaraakat, penelitianninissangat relevanndi negara berkembanggseperti 

Indonesia.  
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Berdasarkannpenjelasan diatas, penulismmemutuskannmenggunakan 

metode penelitian hukuum empirissuntuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi 

ini sebagaimmetodenpenelitian hukum berdasarkannfokus penelitiannya. 

Penggunaan metode penelitiannhukum empiris dalam upaya penelitianndan 

penulisan skripsi ini dilatarinkesesuaian teori dengan metodeepenelitiannyang 

dibutuhkan penulis dalamnmenyusun skripsi ini. Sehingga dengannmetode 

penelitian yang diterapkanndiharapkan dapatt memperoleh hasilyyangghendak 

dicapai. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Untukkmemperoleh data dalammpenulisannskripsi ini,mmaka penulis 

menggunakanmmetodeepengumpulan datassebagainberikut: 

1. PenelitiangPustaka 

Penelitiianayanggdilakukannoleh penulis untukmmendapatkan data 

sekunder, yaitu datayyanggdidapat dengan menelaahbbuku-buku, peraturan 

perumdang-undangan,kkaryantulis/jurnal, sertaadata yanggdidapatddari 

penelusuranmmelalui mediaainternet atau medianlain yanggberhubungan 

dengannpenelitiannini. 

2. Penelitiannglapangan  

Penulisnmengadakan penelitiandsecara langsung, mewawancaraigyang 

menangani kasusstersebut, dalam hal ini polisi, atanuahli hukum 

yanggmemahami objekkpenelitian penulis untuk memperoleh suatuuinformasi 

yang benarbsehinggaamenunjang penelitian ini. 
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3.2.1 Jenissdata 

a. Bahan HukumnPrimer 

Bahan hukumnprimer terdiri atas peraturan perundang-undangan, 

yurisprudensi, atau punpputusannpengadilan. Bahanghukumnprimer adalah 

hukummyang bersifatootoritatif yang artinya mempunyainotoritas. 

b. Bahan HukumnSekunder 

Bahan hukumnsekunder adalah bahan yang dapatnmemberikan penjelasan 

terhadap bahan hukumnprimer. Bahan hukum sekunderntersebut adalah: 

1. Buku-bukuuyang berkaitan 

2. Hasilapenelitian 

c. BahannHukumnTersier  

Bahannhukumntersier adalahhbahan hukum yanggdapat memberikan 

penjelasan terhadappbahannhukum primer maupun bahannhukum sekunder. 

Bahannhukumntersier tersebutaadalahhmedia internet. 

3.3 AlatnPengumpulannData 

a. Wawancaraa 

Wawancaraaadalah teknikppengumpulanndatayyang dilakukannmelalui 

tatap mukaadan tanyaajawabblangsunggantara penulis dan narasumber. Dan 

narasumber yanggpenulis wawancarainadalahhBapak Muhammad Rizki 

Baidillah. 

b. Observasi  

Observasiaadalahnmetode pengumpulanadata yang kompleksnkarena 

melibatkanaberbagai faktorkdalam pelaksanannya. Metodeppengumpulanndata 
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observasiatidak hanya mengukurasikap responden, namunajugaddapat 

digunakannuntukkmerekammberbagaikfenomenanyanggterjadi. 

3.4 LokasinPenelitian 

Lokasinpada penelitian ini adalah dinwilayah kerja instansi kantor 

pelayanan Bea dan Cukai Kota Batam, yang terletak di Jalan Kuda Laut Sungai 

Jodoh, Kecamatan Batu Ampar. 

3.5 MetodenAnalisis Data 

Dalammpenelitian ini digunakan analisissdataakualitatif danmmengikuti 

konsep Miles dannHuberman yamg dikenal dengan modelninteraktif. Analisis data 

dilakukan dengannprosedur ataupun melalui tahappsebagai berikut: 

a. ReduksinData. Data yang diiperoleh dilokasippenelitian atau data lapangan 

dituangkanddalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan di 

lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan 

padaahal-hal yanggpenting melaluipproses penelitian langsung. 

b. PenyajiannData. Ini dimaksud agar memudahkannbagi penulis untuk melihat 

gambaran secaraakeseluruhan atau bagian-bagian tertentuudari penelitian. 

Dengannkata lainnnmerupakannpengorganisasianddata ke dalam bentuk 

tertentu sehinggaakelihatanndengan sosokkyang lebih utuh. 

c. PenarikannKesimpulan. Yaitu melakukan verifikasi dataasecara terus menerus 

sepanjamg penelitiiannberlamgsung. Sejak awal memasukinlapangan dan 

selamapprosesspertumbuhanndata, penulis berusaha untukkmenganalisis dan 

mencarimmaknaadata yanggdikumpulkan, yaituumencarippolaatema. 

  


